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ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Kasus Di Polres Langkat)
OLEH:
MUHAMMAD SOFIAN NURDIN NST
NPM: 10.840.0146

Penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana persetubuhan
dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah
melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip restorative justice
karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian
dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang
dilakukan oleh anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip
restorative justice dan diversi dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana persetubuhan, dan baguimana kendala yang dibhadapr Polres Langkat
dalam pelaksanaan restorative justice dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana persetubuhan.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (Library
Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan
tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-
jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak
pidana dan Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan
dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Langkat dengan melakukan
wawancara dan mengambil Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana
persetubuhan.

Penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda
dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip restorative
justice dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
dilakukan setelah proses diversi jika diversi gagal dan tanpa adanya Surat Peringatan
ketiga dan penetapan pengadilan. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana persetubuhan
yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan
damai inilah yang nantinya dikinm kepada jaksa penuntut umum untuk
menginformasikan jika sudah ada pernyataan damai dari para pihak. Penyidik dalam
penyelesaian secara resforative justice ini hanya berperan sebagai fasilitator dan hanya
memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak.

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polres Langkat dalam pelaksanaan
restorative justice dan diversi dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak
adalah: Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga. Keluarga
korban merasa keberatan terhadap pelaku karena perbuatan pelaku yang melakukan
tindak pidana persetubuhan, dan berharap pelaku dibhukum seberat-beratnya karena
merasa menghancurkan kehormatan korban dan keluarganya;

Kata Kunci : Peranan Polisi, Restorative Justice dan Diversi, Persetubuhan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak
negatif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagar jenis produk yang
berkualitas dan berteknologi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang
semakin meningkat.

Dampak negatif dan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan
banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya aktivitas kriminal tidak
hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada
anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak.

Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cuku tinggi yang dapat kita
lihat pada media masa baik cetak maupun elektronik. Sehingga memerlukan
tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membuutuhkan sumber
daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum. Kejahatan yang terjadi di
Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang
berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga
dilakukan oleh anak-anak.

Kejahatan sekarang ini yvang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat
seperti perampokan. pencurian, penganiavaan., pembunuhan dan pemerkosaan.
Sedangkan korupsi. penggelapan, penipuan. pemalsuan, persetububan  dan
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hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesian perkara anak diluar
pengadilan.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan
pembedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum
acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang
berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana
dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan
pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari
maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan
pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana persetubuhan
dipenyidikan masith banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak
mudah melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip
restorative justice karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan
pelaku.

Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin
tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam
menindak lanjuti terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap
masyarakat terutama anak-anak.

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme
vang baik, kuat dan dimotort oleh aparat-aparat penegaknva. Salah satu aparat
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penegak hukum tersebut adalah Kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan.
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, salah satu wewenang Kepolisian adalah mencegah dan
menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yattu yang salah satunya dapat
dimaknai adalah persetubuhan.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai
tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-
Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan
sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku
lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah
sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:
Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan
segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat. serta ketaatan warga masyvarakat

terhadap hukum dan peraturan perundang—undangan.y

® Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian
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pelik. Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan di berbagai media massa, anak-anak
yang menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang
antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat,
arus gobalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan
restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara
pidana. Hal in1 membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena
dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain konflik hukum. Tujuan utama darn
sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.
Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari
pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesain perkara pidana.'?

Konsep Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana yang
memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban,
pelaku, masyarakat. Konsep Restorative justice merupakan bentuk alternatif
penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal
dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam tindak pidana
persetubuhan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya

diversi. maka dari itu diupavakan restorative justice. Walaupun dalam Undang-

3 fpid Hal. 5
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dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak,
bukan pemenuhan procedural hukum.

Oleh sebab itu perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang
terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena
spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bemegara, perlindungan
anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap
integritas masyarakat dan kemajuan peradaban Negara.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya tindak
pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan
uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis dan menyusun penelitian skripsi yang
berjudul: ““Peranan kepolisian dalam penerapan restorative justice dan diversi
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Kasus Polres

Langkat).”

1.2. Identifikasi Masalah
1. Peranan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana persetubuhan.
2. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana persetubuhan

. Penerapan prinsip restorative justice dan diversi dalam proses penyidikan

(VS

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.
4. Kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan restorative
Jjustice dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

persetubuhan.
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1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti pada Polres langkat sebagai tempat penelitian
untuk mendapatkan data berupa berita acara pemeriksaan tersangka sebagai
pelaku tindak pidana persetubuhan dan juga akan melakukan wawancara dengan
penyidik kepolisian untuk mendapatkan hasil data semaksimal mungkin sebagai

bahan untuk penulisan skripst ini.

1.4. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan prinsip restorative justice dan diversi dalam proses
penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan
restorative justice dan diversi terhadap anak sebagat pelaku tindak pidana

persetubuhan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.5.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip restorative justice dan diversi
dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

persetubuhan

[

. Untuk mengetahui kendala yang dihadapt Polres Langkat dalam
pelaksanaan restorative justice dan diversi terhadap anak sebagai pelaku

PR - (- i et it o
Nndax piddana perseuidunan.
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sistem Hukum

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin
dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat
membutuhkan kehadiran Polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan
keteraturan masyarakat itu sendin. Demikianlah teori lahirnya Polisi
(Politeia,Yunani Kuno)'". Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan
perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan
kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Teori ini diperkuat dengan sejarah berdirinya negara- negara di dunia.

Berdirinya negara Palestina contohnya, yang kemudian disusul dengan
pembentukan Angkatan Kepolisian Palestina adalah fakta kesejarahan yang tidak
dapat dipungkiri. Demikian pula POLRI di Indonesia yang merupakan birokrasi
tertua yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari
setelah Republik ini diproklamirkan dan sehari setelah UUD 1945 disepakati.'®

Kata “polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia yang artinya warga
kota Athena. Lalu pengertiannya berkembang menjadi warga negara kota Athena
dan kemudian berkembang lagi menjadi kota -kota yang merupakan negara yang
berdin sendiri yang disebut juga dengan polis. Maka politeia atau polis adalah
semua usaha dan kegiatan negara. termasuk kegiatan keagamaan.'’ Kemudian dari

kata politeia itu muncul kata-kata baru seperti “politik” yang dimaksudkan

1> Jend. Pol (Purn). Kunarto, 1995. Merenungi Kritik Terhadap Polri PT Cipta
Manunggal, Jakarta. Hal. 82
6 Ibid Hal. 84
" Warsito Hadi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Hal. 5
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syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap. dan falsafah yang secara
menyeluruh mendasart jalannya sistem peradilan pidana.”

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau [ntegrated Criminal
Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam
kerangka penegakan hukum pidana materil.Philip. P. Purpura menyatakan bahwa
sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang
terdini dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan
yang bertuyjuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat,
mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan. dan penahanan terhadap
pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang,
memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan
dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.*

Sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam
KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa
komponen hukum pidana yang dipunyait kurang mampu diharapkan untuk
mengawal penegakan hukum pidana materil.”’

Kelemahan mendasar vang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-
hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan
kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban
kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik
maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/terdakwa/terpidana ketika

mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak

‘5 Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang: Hal. 1
*% Sidik Sunaryo, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilun Pidana, UMM Press, Malang:

Hal 2
* Ibid Hal. 4
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yang berkembang di masyarakat maupun yang terkandung dalam hukum positif)
terhadap keputusannya, tepat dalam menentukan kerangka sosiologis (menjamin
rasa keadilan masyarakat, mengembalikan dan menjaga keseimbangan sosial,
mempunyat manfaat). Demikian juga tindakan penegak hukum harus cermat,
dalam arti mengandung unsur kehati-hatian, ketelitian, kesungguhan, dalam
proses, hasil maupun evaluasinya.

Murah, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga
peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan
di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak
dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai sifat mandiri dan bebas dari nilai-
nilai lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat
diperjualbelikan, keadilan bukan merupakan komoditas, keadilan bukan
merupakan kata dengan sejuta pesimisme,keadilan tidak dapat dikuantifikasikan
dalam bentuk dan jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia
yang hidup di dunia secara universal.

Apabila asas sederhana, cepat, murah sebagaimana telah diuraikan di atas
menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang
efektif dan efisien dapat diwujudkan. Persoalan kualifikasi sumber daya manusia
yang menjadi penegak hukum dalam hal ini, memang menjadi kendala yang
serius. Pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya
bergantung dalam pemahaman hartiah dari penegak hukum terhadap asas
sederhana, cepat, dan murah saja, namun lebith dari itu semua adalah nurani
penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang
membinekai institusi peradilan juga menjadl faktor deminan. Di Indonesia.
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tertentu  bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana
akibatnya dimasa yang akan datang. -

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA™) yang berbunyi
sebagai berikut:
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain vang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Di dalam penjelasan umum UU SPPA juga dijelaskan bahwa:

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak
yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah
serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili
pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah
Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan,
yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Berbeda halnya dengan keadilan restoratif yang merupakan bentuk
penvelesaian di luar pengadilan untuk perkara pidana khususnya pidana anak.

APS merupakan bentuk penvelesaian di luar pengadilan untuk perkara perdata.

** Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
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d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan
cara-cara informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara
beracara yang formal (kaku) dan impersonal.*®
Penelitian yang dilakukan oleh Ll ewellyn dan Howse pada tahun 1998

mengatakan bahwa keikhlasan hati. kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap
muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama untuk tercapainya maksud
dari proses restorative justice secara maksimal.*’ Keikhlasan artinya harus ada
pengakuan yang tulus dari pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah
dilakukannya terhadap korban dan korban dengan ketulusan hati juga harus
memahami dan mencoba memberikan rasa maafnya kepada pelaku yang telah
melakukan tindak pidana sehingga merugikan diri korban baik secara materi
maupun secara moral. Selanjutnya nilai yang harus diutamakan selain rasa
keihklasan adalah nilai dan sifat kejujuran yang mana nilai kejujuran memberikan
kemudahan kepada semua pihak untuk memahami mengapa sampai terjadi suatu
tindak pidana oleh seseorang dan masyarakat dapat memberikan masukan dan
perbaikan untuk memecahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk
semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.
Tujuan atau maksud dari konsep Resforative justice yaitu: 48

1. Konsep restorative justice bertujuan untuk mengembalikan korban, pelaku

dan masyarakat pada kondist semula sebelum tindak pidana terjadi.

**Varia Peradilan, 2006. Restorative justice (Suatu Perkenalan), Ikatan Hakim Indonesia
IKAHI : Jakarta Pusat, Hal 5

" Mark. S.Umbreit, et al. 2002. The Impact of Restorative justice conferencing, A
Review Ot 63 empirical Studies in 5 Countries, Hal. 2

** Allison Morris and C. Brielle Maxwell, 2001, “Restorative justice for Juvenile ;
Coferencing Mediation and Circle”, Oxford — Portland Oregon USA, Hart Publishing, Hal 3.
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2. Konsep restorative justice menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya
untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus
tindak pidana yang terjadi. Altematif penyelesaian yang dilakukan sebagai
sebuah upaya penyelesalan yang menciptakan keadilan yang
berperikemanusian.

3. Konsep restorative justice bertujuan untuk mencarikan jalan keluar dari
keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (punishment)
menuju kepada keadilan masyarakat (community justice).

4. Konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban
(victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik
kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak

pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.

n

Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada
pelaku (offender driven) untuk menyampaikan scbab-sebab dan alasan
kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang
menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.*’

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau
pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk
memperbaiki  kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukan
pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan
cara pendekatan persuasive dan menghindari penangkapan yang menggunakan

: 50
tindakan kekerasan dan pemaksaan.

* Mark. S.Umbreit, et al Op Cir Hal. 4
> Marlina 2010 Op Cit Hal. 13
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Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk

memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana

serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversi

juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan

hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai

prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk

menempuh jalur non pidana.”’

untuk :

d.

Tujuan Diversi dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah

Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku;
Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip-prinsip mengenai diversi dikandung pula di dalam Beijing Rules yaitu:*?

Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan
tindakan tertentu dengan pemikiran bahwa akan lebih mudah apabila tidak
bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya
mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal
dan hal ini tidak dapat dibenarkan.

Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia

telah melakukan suatu kesalahan tetapi tidak boleh ada pemaksaan.

" Ibid Hal. 20
>* Marlina 2009 Op Cit Hal. 17

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24
-3
31

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZMMFFWTM§Q§ﬂ&Wma.aC.id]22/8/24



Muhammad Sofian Nurdin Nasution - Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice dan Diversi terhadap..

C.

Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversi. Mekanime struktur
diversi tidak mengijinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
karena hal in1 melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum;

Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus
dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi
yang dapat diambil.

Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.
Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh

persidangan atau peninjauan kembali.

Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:”

a.

Pelaksanaan kontrol secara sosial (sosial control orientation), yaitu aparat
penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan
atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau
peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas
perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi
pelaku oleh masyarakat.

Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (sosial service
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri,
memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan
perbaikan atau pelayanan.

Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or
restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi
kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan
masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan
masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-

sama mencapat kesepakatan tindakan pada pelaku. Diversi dalam undang-undang

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses

restorative justice. Artinya. dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut

>3 Ibid Hal. 25
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ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah

dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu dikarenakan banyaknya
terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang membuat penulis ingin
mengetahui bagaimana peranan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus
anak yang berkonflik dengan hukum.

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua.
Keberhasilan orang tua dalam mendidik maka dampak baik pun juga akan
dirasakan oleh anak. Namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak maka
anakpun akan melakuka hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan.
Penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana persetubuhan
dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah
melakukan penyelesaian tindak pidana persetubuhan dengan prinsip restorative
Jjustice karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Konsep Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana yang
memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban,
pelaku, masyarakat. Konsep Restorative justice merupakan bentuk alternatif
penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal
dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana vang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam tindak pidana
persetubuhan vang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upava
diversi, maka dart ttu diupayakan restorative justice, Walaupun dajam Undang-
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Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak. menjelaskan bahwa persetubuhan ancaman pidana
maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip

restorative justice dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

2.4 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan
dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk
membuktikannya.”* Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah
diatas adalah:

1. Penerapan prinsip restorative justice dan diversi dalam proses penyidikan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah menjauhkan
anak dari jalur hukum, melindungi hak-hak anak sebagai korban, membentuk
rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa
depan anak, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku.

2. Kendala yang dihadapi Polres Langkat dalam pelaksanaan restorative justice
dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah
adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap

pelaksanaan restorative justice dan diversi pada kasus-kasus yang berat.

**Bambang Sunggono.2011.Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta. Hal 109
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BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, penyidik memiliki pendapat yang
berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan
prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan
yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversi jika diversi gagal
dan tanpa adanya Surat Peringatan ketiga dan penetapan pengadilan. Jadi
pemberhentian kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan damai inilah
yang nantinya dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk menginformasikan
jika sudah ada pernyataan damai dan para pihak. Penyidik dalam
penyelesalan secara restorative justice ini hanya berperan sebagai fasilitator
dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada
pada kedua belah pihak.

2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polres Langkat dalam pelaksanaan
restorative justice dan diversi dalam tindak pidana persetubuhan yang
dilakukan anak adalah:

a. Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga,
dikarenakan biaya perdamaian yang sangat besar vang diminta oleh
korban;:

b. Keluarga korban merasa keberatan terhadap pelaku karena perbuatan

1k pidana

pelaku vang melakukan tinde
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c. persetubuhan, dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena
merasa menghancurkan kehormatan korban dan keluarganya;
d. Pihak korban dan pelaku tidak mau melakukan perdamaian melalui

diversi.

5.2. Saran

1. Setelah berlakumya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. seharusnya diimbangi dengan adanya Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. karena tanpa adanya Peraturan
Pemerintah membuat kejanggalan pengimplemetasian Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Sehingga menyebabakan penyidik
salah memahami makna restorative justice.

2. Segera dibentuk Peraturan Pemerintah menegani pengimplemetasian Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah
maka tidak akan menimbulkan kejanggalan dan kesalahpahaman dalam
pengimplemetasian upaya diversi dan tidak ada kesalahpahaman mengenai
prinsip restorative justice. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan
pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan

upaya diversi dengan berlandaskan asas restorative justice.
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